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ABSTRACT 
 

ABSTRACT 

Indonesia is a country that has many tribes, languages and cultures spread from 

Sabang to Merauke, with a population that reaches 273.5 million; in need of a rule of 

law which aims to regulate and protect every community in Indonesia, especially in 

the field of human rights. This study uses a type of normative juridical research; the 

intention of normatively that this research examine laws and regulations, theories, or 

opinions of legal experts related to the writing material to be discussed; this study 

aims to determine the actions of the government in law enforcement in Indonesia. in 

the field of human rights and related to legal protection for medical personnel who 

are victims of OPM attacks which are linked to Law No. 26 of 2000 concerning 

human rights courts and regulations relating to legal protection and enforcement of 

human rights. The case that occurred in Papua is a case that falls into the category of 

serious human rights violations because, in this case, the OPM, which is a separatist 

group, has a mission to liberate Papua from Indonesia and become its own country. 

One method is used by means of terror against people who are not pro to the open; 

the method usually used by the OPM is to shoot the victim, which results in human 

rights violations. The results of this study are that the cases that occurred in the OPM 

attack on health workers are still many regulations that have not been maximized, 

which causes human rights violations which result in the fulfilment of human rights 

for the Papuan people being also disrupted. The Indonesian government, in the 

enforcement of human rights, can maximize the institutions engaged in the field of 
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human rights to make special plans or programs about understanding human rights 

and the importance of human rights so that people understand and respect each other 

more so that enforcement can be maximized. 

Keywords: legal protection; law enforcement; health personnel; opm 

ABSTRAK 
 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, bahasa dan budaya yang 

tersebar dari sabang sampai marauke, dengan jumlah penduduk yang mencpai 273,5 

juta, di perlukan sebuah aturan hukum yang dimana bertujuan untuk mengatur dan 

melindungi setiap masyarakat yang ada di negara Indonesia terutama dibidang ham. 

Penelitian ini menggunakkan Jenis penelitian yuridis normatif, maksud dari secara 

normatif bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, 

atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam melakukan 

peneggakan hukum di bidang ham dan terkait perlindungan hukum bagi tenagga 

medis yang menjadi korban penyerangan opm yang dikaitkan dengan undang-undang 

no 26 tahun 2000 tentang peradilan ham dan perturan-peraturan yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum dan peneggakan ham. kasus yang terjadi dipapua 

merupakan kasus yang masuk dalam kategori pelanggaran ham berat karena dalam 

kasus ini opm yang merupakan kelompok separatism memiliki misi untuk 

memerdekakan papua agar lepas dari indonesia dan menjadi negara sendiri, opm 

melakukan berbagai cara dalam melancarkan misinya termasuk dengan cara yang 

sadis, salah satu cara yang digunakan dengan cara teror kepada masyarakat yang tidak 

pro terhadap opm, cara yang biasa dilakukan opm dengan menembak korban yang 

mengakibatkan munculnya pelanggaran ham. hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

kasus yang terjadi dalam penyerangan opm terhadap tenagga kesehatan masih banyak 

penerapan peraturan yang belum maksimal yang menyababkan terjadi pelanggaran 

ham yang berakibat pemenuhan ham untuk masyarakat papua juga terganggu. 

Pemerintah Indonesia dalam peneggakan HAM bisa memaksimalkan lembaga-

lembaga yang bergerak di bidang HAM untuk membuat rencana atau program khusus 

tentang pemahaman HAM dan pentingnya HAM agar masyarakat lebih paham dan 

saling menghormati sehingga peneggakannya bisa lebih maksimal. 

Kata Kunci : perlindungan hukum;peneggakan ham; tenagga kesehatan; opm  


